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PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 400.3.1/1313-SEKRE /2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun
dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah
yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut.

bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Surat Keptusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta tentang Pedoman Teknis Perencanaan
Kinerja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.



Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata
seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas
maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan
dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu
perusahaan atau organisasi.

Perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan
pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja,
pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator
evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu,
tim, atau organisasi secara efektif.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi

Tata Cara Rencana Strategis

Tata Cara Rencana Kerja

Tata Cara Perubahan Rencana Strategis
. Tata Cara Perubahan Rencana Kerja

po o

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN KINERJA
Pasal 1

Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun
dengan tahapan:

persiapan penyusunan;

penyusunan rancangan awal;

penyusunan rancangan

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah;

perumusan rancangan akhir; dan

penetapan.
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Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan

Renja Perangkat Daerah

(2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja

(1)

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan  Bappelitbangda dan  pemangku
kepentingan

Pasal 5
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun
dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
C. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra
Pasal 6

Persiapan, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;



c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra
Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
Pasal 7

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal
RPJMD

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan;

b. analisis permasalahan;
c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. analisis isu strategis;

e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja
dalam rancangan awal RPJMD;

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
Perangkat Daerah; dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan
pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;

e. strategi dan arah kebijakan;

f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. penutup.



Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 11

(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah
berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang
penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.

(2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

(3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam
Berita Acara.

(4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika.

Pasal 12

(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh
kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda
untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan
dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

(2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renstra Perangkat Daerah

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah
telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan
mengakomodir hasil Berita Acara

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian,
Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi
untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah
kepada Perangkat Daerah.

(2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah.



(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada
kepala Bappelitbangda.

Pasal 15

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah, disampaikan
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan
Renstra Perangkat Daerah
Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat
Daerah
Pasal 16

(1) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi
dengan Bappelitbangda.

(2) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku
kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

(3) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah

(4) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2
(dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah

Pasal 17

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan
yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat
Daerah

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Pasal 18

(1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e,
merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
RPJMD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan



Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi
disajikan dengan sistematika

Paragraf 6
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 19

(1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan
kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda
untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 20

(1) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah
dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan
Daerah tentang RPJMD.

(2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan
akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

(4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada
kepala Bappelitbangda untuk dilakukan proses penetapan
Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 22

(1) Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada.

(2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.



Pasal 23

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Pasal 24

Persiapan, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat
Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Pasal 24

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja
Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan
Desember.

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi
hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi
hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Pasal 25

(1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan
untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi
kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang
disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dengan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa
rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang
disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 26

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah,
mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 27

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah,
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. penutup.

Pasal 28

(1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.

(2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada
rancangan awal RKPD.

(3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru
diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala
Bappelitbangda dalam forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Pasal 29

(1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan
proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum
perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

(3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disajikan dengan sistematika.



Pasal 30

(1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda kabupaten
untuk  diverifikasi dan  dijadikan sebagai  bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan
RKPD.

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan
Maret.

Pasal 31

(1) Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renja Perangkat Daerah.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras
dengan rancangan awal RKPD.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada
Perangkat Daerah

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat
Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat
Daerah.

(5) Rancangan  Renja  Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada
kepala Bappelitbangda.

Pasal 32

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2
(dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat
Daerah kepada Bappelitbangda.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat
Daerah
Pasal 33

(1) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi
dengan Bappelitbangda.

(2) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku
kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.



(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam
Rancangan Renja Perangkat Daerah.

(4) Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat
edaran Kepala Daerah diterima.

Pasal 34

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam
forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur
yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
Pasal 35

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah,
merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat
Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif
yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika.

Paragraf 6
Penetapan Renja Perangkat Daerah
Pasal 36

(1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan
kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda
untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD
ditetapkan.

Pasal 37

(1) Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu
indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan
Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah
lainnya.



(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
kepada Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

(4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada
kepala Bappelitbangda.

Pasal 38

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah,
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 39

(1) Bappelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada.

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada
tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 40

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 41

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis
mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra
Perangkat Daerah.



Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Pasal 42

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran
Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 43
(1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah,
terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah; dan

b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

(3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai
berikut:

a. pendahuluan;

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan;

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

d. penutup.

Pasal 44

(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan
kepada Kepala Daerah melalui Bappelitbangda untuk
diverifikasi.



(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah
Pasal 45

(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun
menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD.

(2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan
sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3).

(3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
ditetapkan.

Pasal 46

(1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala
Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua)
minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD ditetapkan.

Pasal 47

(1) Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan
akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan
untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala
Daerah tentang Perubahan RKPD.

(3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan
akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat
Daerah.

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),



disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada
kepala Bappelitbangda.

Pasal 48

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling
lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3
Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Pasal 49

(1) Bappelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1
(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 50

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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